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Raker Komisi lv DPR-Rl dengan Mentan tanggal 17 0ktober 2017
RDP Komisi lv DPR-Rl dengan Dirien PSP tanggal  14 September 2017
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KUNJUNGAN  KERJA SPESIFIK KOMISI  IV DPR-RI
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat (Cirebon)
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Kab. Meranti)
Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah (Solo)
Kunjungan Kerj'a Spesifik ke Provinsi Jawa Timur (Lamongan)
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KUNJUNGAN  KERJA RESES  KOMIsl  lv DPR-RI
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Barat
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB IV
KUNJUNGAN  KERJA SPESIFIK KOMITE  11  DPD-RI
Kunjungan Ker}.a ke Provinsi Jawa Timur (Gresik)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Padang)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Pontianak)
Kunjungan Kerja ke Provinsi Bangka Belitung   (Belitung)
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Rapat Kcpja Mentcri Pcl'tahian

Dalam   Masa   Persidangan   I   Tahun   Sidang
2017-2018,  Komisi  lv  DPR  Rl  mengadakan  Raker
dengan Menteri Pertanian yang diselenggarakan
pada   tanggal    17   0ktober   2017   membahas
tentang  RKA-K/L  pada  APBN  Tahun  2018  sesuai
hasil    pembahasan    Badan    Anggaran    DPR-Rl.
Dalam rapat gabungan ini hadir 41  Anggota dari
52 Anggota Komisi IV DPR-Rl.

Komisi   lv   DPR   RI   menyetujui   Pagu   APBN
Kementerian   Perfanian   pada   RKA-KIL   Tahun
2018  sebesar  Rp.  23.820.762.303.000,-.  Komisi  lv
DPR-RI   juga   menyetujui   Dana   Alokasi   Khusus
{DAK) bidang perfanian pada APBN Tahun 2018
sebesar  Rp.1.681.700.000.000,-yang  terdiri  dari
DAK     Provinsi     sebesar     Rp.     291.000.000.000,-
dan         DAK         KabupatenlKota
Rp.  1.390.700.000.000,-.
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Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR

Herman Khaeron, meminta kepada otoritas keamanan
pangan dan perdagangan untuk tidak mengambil tindakan

yang dapat meresahkan masyarakat apabila menemukan sesuatu hal
yang menyangkut hajat hidup rakyat. Aksi penyegelan pabrik gula di PT

Tersana Baru yang meresahkan masyarakat ini harus kita hindari.
Kedepan harus ada upaya yang lebih baik, gunakan

pendekatan persuasif.
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Kondsi IV DPR-RI ke Ppopinsi Riau
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Program  pengelolaan  cetak  sawah  merupakan  program  yang  cemerlang  untuk  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat,  dan  kita  minfa  kepada  Pemkab  Kepulauan  Meranti  ditambah  harus
benar- benar serius melaksanakan program dari wakil rakyat, agar ke depan Pemkab Meranti tidak
tergantung lagi terhadap migas yang tidak lama lagi akan kering dari perut bumi di pulau jantan
kabupaten bungsu ini.  Pemerintah perlu lebih fokus ke produksi sagu, karena Meranti terkenal dengan
produksi sagu. Selain itu kepulauan Meranti penghasil terbesar kedua di Indonesia atas produksi sagu
setelah   Papua.  Namun  lanjutnya,   masih  banyak     keluhan  dari  masyarakat  setempat  bahwa
pengolahan sagu ini belum maksimal.
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Komisi IV DPR-RI kc Prmvinsi Jawa Tenqah

ng
njauan embung di Desa Kismoyo, Kecamatah Ngemplak, Kab. Boyolali

ada di wilayah tersebut berasal dart waduk cengklik. Pompa  untuk menaikkan air dart
sungai   merupakan   bantuan   DAK   tahun   2016.   untuk   operasional   pompa   tersebut   per   hari
menghabiskan  10 sampai dengan  15  liter solar.  Wilayah  tersebut memiliki  kondisi tanah  yang  labil
sehigga jika musim kemarau akan kering.  Petani di daerah tersebut slap untuk menerima bantuan
pupuk organik. Petani memohon agar bisa diberikan bantuan normalisasi sungai untuk membersihkcm
sedimen dan pengerukan dasar sungai.  Dengan adanya  bantuan  pompa  maka  bisa  membantu
petani  panen  tiga  kali sefahun.  Saat ini  petani  sudah  mengajukan  poposal  ke  balai  besar untuk
membuat bendungan kecil agar suplai air ke pompa bisa lebih balk.  Dalam kesempatan tersebut
pimpinan rombongan kunker spesifik Komisi lv DPR RI Herman Khaeron menghargai adanya upaya
swadaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
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Pada tahun ini
produktivitas perfanian jagung di Kabupaten Lamongan

ah mencapai 12,86 ton per hekfare. Kemudian jumlah luas tanam jagung
umnya hanya 58 ribu hektare, sekarang telah naik menjadi 68 ribu hektare.Sedangkan

untuk produksi jagung  yang sebelumnya hanya 372 ribu ton, saat ini telah mencapai 500 ribu ton,
atau naik 30 persen. Wakil Ketua Komisi lv DPR RI Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa

bantuan ini berasal dari dana APBN, berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat Lamongan.
Pada tahun 2018 mendatang akan kembali ditambah jumlah bantuan alsintan kepada petani di

Kabupaten Lamongan Dia juga berharap agar alsintan tersebut dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Terlebih Lamongan sudah menjad.I perbincangan nasional terkait kemajuan

perfaniannya. Semoga bantuan alsintan ini dapat mendukung perfanian di Kabupaten Lamongan
menuju modenisasi. Sebagian besar warga di Lamongan adalah  petani. Maka itu harus terus
dilakukan upaya modernisasi yakni penggunaan alat mesin pertanian agar pengolahan area

pertanian dapat dilakukan dengan maksimal dan efektif. Hasil panennya terus meningkat. Bibit
unggul menjadi faktor penentu hasil panen. Maka petani harus menggunakan bibit varitas unggul.

Dipastikan perpaduan modemisasi alat dengan bibit unggul  menghasilkan
panen yang !uar biasa.
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Komisi IV DPRIRI kc PI'ovinsi Sulawesi Bai'at
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Petani kakao di Mamuju,
Sulawesi Barat menghadapi banyak
masalah. Dari persoalan akses bibit, pupuk NPK Phonska,
hama, hingga lahan, jadi keluhan mayoritas patani kakao. Inilah temuan
yang didapat Tim  Komisi IV DPR-RI bersama dengan Direktur Jenderal Perkebunan, saat
berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Kebun Raya Perfanian Desa Batuampa,
Kecamatan Papalang. Masalah ini telah menurunkan produktivitas petani setempat. Saat
berdialog, para petani kakao tersebut meminta bantuan Komisi IV DPR-RI atas masalah yang
dihadapi. Selama ini, bibit kakao didatangkan dari luar Sulbar. Mestinya, keluh para petani, bibit
kakao didafangkan dari Sulbar sendiri. Langkah ini bisa mensejahterakan para petani Sulbar dari
hasil pembibitan. Dinas Perfanian setempat harus turun ke lapangan memberi penyuluhan kepai
petani di Mamuju, agar kerusakan kakao tidak
semakin parah.
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Kunjungan dilanjutkan ramah tamah di Auditorium Kantor Gubernur. Acara tersebut dihadiri
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, Kapolda Sulbar Brigjen Pot Nandang,

Kasrem 142 Tatag. Gubernur mengatakan bahwa dari enam kabupaten yang dimiliki Sulbar
mempunyai berbagai potensi yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Sulbar

bisa menjadi bagian mengekspor beras   besar di Indonesia dimana perfahun kurang lebih 200 ton.
Sulbar juga memiliki kakako, kelapa sawit dan kelapa dalam, adapun potensi perikanan ada
rumput laut, perfambakan hampir 20 ribu hektare yang ada di Sulbar dan mudah-mudahan

kedepan bisa kembangkan sehingga bisa sejajar dengan provinsi lainnya. Adapun kendala dalam
pembangunan selama ini baik itu pemerintahan sebelumnya maupun pemerinfahan yang baru saja
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Komisi IV DPR-RI ke PI'ovinsi tlawa Tinup

Kementerian Perfanian dengan Bulog di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur.
Harga eceran terfinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras, perlu

dilakukan penataan secara nasional. Selama ini, Ianjutnya, Bulog membeli gabah atau beras
pefani dengan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok.

Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk
melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar. Ada kekhawatiran ketika HPP dinaikkan

akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi.
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Kondsi IV DPR-RI kG PI'ovinsi Husa Tenqqal'a Trmul'

Kunjungan Keria Komisi lv DPR-Rl  ke Kupang,
Propinsi    Nusa Tenggara Timurdipimpin oleh
Wakil    Ketua  Komisi  lv  DPR-R1, Viva   Yoga
Mauladi, M.Si,  dan  terdiri  dari  11   (sebelas)
orang   anggota.   Rombongan   didampingi
oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana

Maksud   dan   tujuan   perialanan   dinas   ke
Kupang,    Propinsi    Nusa    Tenggara    Timur
adalah untuk mendampingi Komisi lv DPR Rl
dalam rangka pengawasan dan juga untuk
mencari    aspirasi    yang    berkembang    di
kalangan  pemerintah  dan  masyarakat.  Di
samping      itu      juga      untuk      mendapat
masukan       mengenai       hasil-hasil       dan
hambatan        yang         dialami        dalam
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Kunker Reses Komisi lv DPR-Rl
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Komisi   IV DPR  RI   saat   mengunjungi   gudang
Bulog     Divre   NTT   ingin   memastikan   kualitas
beras   yang   ado di dalam gudang sehingga
Komisi    IV    meminta   Bulog   untuk   membuka
salah   satu   karung   dan   menimbang   karung
berisi     beras     tersebut.    Komisi    lv    diterima
Direktur    Operasional   dan   Pelayanan   Publik
Bulog,    Karyawan    Gunarso.   Pada    saat   itu,
dilakukan   penimbangan   dan ternyata  berat
beras    per   kg   15,8    kg  dan  setelah  dibuka
ternyata   beras cukup baik dan tidak berbau.
Bahkan pimpinan Komisi IV sempat mengambil
dengan tangan beras karung yang dibuka oleh
petugas.
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Kupang, 27 -29 0ktober 2017

Pada  kesempatan  tersebut,  Karyawan  Gunarso
mengatakan 99 persen beras yang ada di Bulog
Divre   NTT   didatangkan   dari   luar   NTT yakni dari
Surabaya dan Makassar.   Karena  pengadaan di
dalam    NTT   hanya  2000    ton  saja.   Sedangkan
untuk             kebutuhan      setiap      bulan      yakni
untuk      Rostra      sebanyak             8000             ton
dan     2000     ton     untuk     ASN,     TNI     dan     Polri.
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Komisi IV DPR-RI ke PI'ovinsi Kalimandan Bai'at

mendorong    penggunaan    alat   dan    mesin
pertanian (Alsintan) yang diproduksi sendiri oleh
masyarakat sekitar dan mengapresiasi adanya
Alsintan center dan unit usaha yang notabene
merupakan   karya-karya   anak  bangsa  yang
tidak  kalah  dengan  negara  lain.  Sayangnya
untuk  daerah  Kalbar sendiri  belum  seutuhnya
menggunakan  Alsintan  produk  dalam  negeri
saat   mengunjungi  Alsintan   Center  dan   Unit

di        Kabupaten         Kuburaya,

Jika     seluru
menggunakan Alsintan produk lokal
kalah   dengan   produk   impor,   maka   akan
banyak    membawa    manfaat,    diantaranya
penyerapan banyak tenaga kerja. Penyerapan
banyak tenaga kerja itu juga secara langsung
mengurangi  jumlah  pengangguran,  sekaligus
meningkatkan  penghasilan   keluarga.  karena
mampu   menghasilkan   produksi   padi   petani
dengan  jumlah  yang  tidak  kalah  besar  dari
Alsintan produk impor dan akan memudahkan
petani      mencari      sparepart      mesin      jika

mesin yang  digunakan rusak.
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Anggota    Komisi
memperfanyakan   pendapat   para
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Balai  Karantina  Perfanian  Tingkat  I  Pontianak,
Kalimantan         Barat         terkait         wacana
penggabungan    Balai    Karantina    Perfanian
dengan  beberapa  Balai  Karantina  di  bawah
kementerian     lain     dalam    sebuah     Badan
Karantina.  Hal  tersebut  diungkapkannya  saat
Kunjungan  Kerja  Komisi  IV  DPR  ke  Pontianak,
Kalimantan       Barat.       Hal       senada      juga
diungkapkan   oleh   anggofa   Komisi   lv   DPR
Iainnya,    lchsan    Firdaus       memperfanyakan
keefektifan   Balai  Karantina   Perfanian  dalam
berkordinasi  dengan  Balai   Karanfina  lainnya
jika      ditemui      kasus      yang      menyangkut
wewenang dari Balai Karantina lainnya, seperfi
Balai Karantina Perikanan. Perfanyaan tersebut
menyusul     penjelasan     dart     Kepala     Balai
Karantina  Pertanian  Kelas  I  Pontianak

menyinggung
pihaknya    menemukan    kasus
karantina ikon, maka pihaknya akan langsung
berkordinasi   dan   menyerahkannya   kepada
Karantina  Perikanan  yang  kantomya  berfarak
sekitar    1    jam    dari    Kantor   Balai    Karantina
Perfanian. Menjawab hal tersebut, balk Kepala
Balai   Karantina   Pertanian   dan   Kepala   Balai
Karantina     Perikanan     yang     hadir     pada
kesempatcm   itu   mengatakan   bahwa   pada
dasamya      apa      yang      ditentukan      o{eh
pemerintah    pusat    terkait    wacana    akan
digabungkannya    beberapa    balai    menjadi
sebuah  badan  tidak  menjadi  permasalahan
untuk mereka.
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nker Reses Komisi IV DPR-Rl Pontfanak,27 -29 0ktober 2017

Komisi   IV   DPR
Pupuk Sriwijaya,  Kalimantan  Barat yang  basah
dan  tidak  memadai.  Hal  tersebut  terungkap
saat   Tim   Kunjungan   Keria   Kom.Isi   IV   DPR   RI
dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan
meninjau   Pabrik   Pupuk   Sriwiifaya,   Wajo   Hulu,
Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Kami
(Komisi   IV   DPR)   meninjau   gudang   pupuk  ini
untuk memastikan ketersediaan pupuk sekaligus
pendistribusiannya     ke     seluruh     wilayah     di

® Kementerian Perfanian Republik Indonesia

Barat ini agar tidak telat.
Pasalnya   sekitar  dua   bulan  yang   lalu   kami
sempat  mendapat  laporan  dari  para  petani
Kalimantan Barat akan keterlambatan pasokan
pupuk.  Peristiwa ini jangan sampai terfadi lagi.
Namun   setelah   kami   melihat   sendiri,   kami
malah mendapati kondisi gudang pupuk yang
kurang balk, Iembab dan basah=









3?    Kunker spesifik Komite ll DPD-Rl Maros, 20 November 2017 `
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erkelanjutan        berdasarkan        kedaulata n

akil  Ketua  Komite  11  DPD  I  Kadek  Arimbawa
beserfa 9 anggota DPD melakukan kunjungan
kerfa  ke  Kab.  Maros  Propinsi  Sulawesi  Selatan
untuk melakukan tugas pokok salahnya adalah
yaitu mengenai pengawasan undang-undang
Pangan  Nasional  .  Dalam  kunjungan  kerfanya
Anggota   DPD   Komite   11   diterima   oleh   Wakil
Bupati      Kab.      Maros      Drs.      H.      A.      Harmil
Mattotorang, MM beserfa jajaran SKPD Pemkab
Maros.  Kebijakan   (Uu  Nomor   18  Tahun  2012)
tentang    Pangan    mengamanatkan    bahwa
penyelenggaraan   pangan   dilakukan   untuk
memenuhi   kebutuhan   dasar   manusia   yang
memberikan manfaat secara adil,__
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pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan
pangan  nasional.   Dalam   kesempatan  yang
lain, Komite 11 Dewan Perwakilan Daerah  [DPD]
RI     meninjau    gudang     pengolahan     beras
premium, di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
ditemani   oleh   Sekretaris   Badan   Ketahanan
Pangan   Kementan.   Ketika   itu,   penanggung
jawab  gudang  PD  Pangan  Jaya,   mengaku
pengolahan miliknya berkapasitas 1.000 ton per
bula n         da n         sudah         memiliki         mitra
tani          lebih          dari          200          pemasok.

+--=<--yr-



rtrty~k„fosfroArfu
Hilmlto in 111111-" ko Prilmsi §ilmatora narat

Tingginya perfambahan jumlah penduduk Indonesia menjadi masalah bagi penyedian pangan di
Tanah  Air.  Otomatis  hal  itu  membuat  perubahan  pola  dan  tingkat  penyediaan  serfa  konsumsi
pangan,  termasuk akses pangan.  Dengan tingginya  perfambahan jumlah penduduk ini. Tentunya
membutuhkan   strategi   dalam   mengatasi   persoalan    pangan   dalam   rangka   Pengawasan
undang-undang  (UU)  No.  18 Tahun  2012  Tentang  Pangan  di  Padang,  Sumatera  Barat  (Sumbar).
Kunjungan  Keria  Spesifik  Ketua  Komite  11  DPD  RI  ke  Sumatera  Barat  kali  ini  didampingi  oleh  Kapus
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Komite 11 DPD RI menilai selama ini Indonesia mengandalkan
impor pangan dari luar. Memang, impor beras itu diperbolehkan di mana cadangan nasional tidak
mencukupi. Menurutnya ada beberapa persoalan pangan di Indonesia. Perfama, ten fang konsep
kedaulatan pangan dan ketahanan yang seolah digabung dalam uu Pangan. Padahal keduanya
memiliki konsep yang berbeda. Masalahnya, konsep ketahanan pangan tidak mempersoalkan dari
mana    pangan    tersebut   dihasilkan    atau   dengan   cara   apa    pangan   tersebut   dihasilkan

Persoalan  Kedua,  masih  karut-marutnya data pangan yang tersedia di Indonesia.  Pada tahun
2016  Ialu,  terdapat  perbedaan  data  konsumsi  beras  antara  Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)
Kementerian  Perfanian  dan  Badan  Pusat  Statisfik  (BPS).  Pemerintah  menyatakan  angka  konsumsi
139,15 kilogram (kg) per kapita per tahun, sedangkan prognosa BKP 124,89 kg per kapita per tahun.
Hal  ini  menyebabkan  kebijakan  antarkementerian  tidak terkordinasi dengan  balk.  Sementara  itu,
Kepala Dinas Pangan Provinsi Efendi menjelaskan untuk  jumlah produksi bawang merah di Sumbar
terbesar se-Sumatera. Namun harga bawang merah sering bergejolak. Ternyata empat bulan lalu
mengalami penurunan harga yang drastis. Sehingga petani bawang mengalami keresahan. Efendi
menambahkan di Sumbar juga kebanjiran bawang merah dan cabal dari Jawa Tengah. Pasalnya,
harga  bawang dan cabal lebih  murah dibandingkan dart Sumbar.  Akibatnya  petani  mengalami
kerugian.  Dikesempatan  yang  sama,  Senator asal  Sumbar Emma  Yohanna  mengusulkan  Badan
urusan   Logistik   (Bulog)    menyiapkan   dua   storage   atau   control   atmosphere   storage   (CAS).
Hal itu tentunya untuk mengatasi banjirnya bawang dan cabai Sumbar.
Storage ini bisa membantu untuk tiga bulan kedepan
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Komisi 11 DPDIRI ke Provimsi Kafimantan Timun

Dalam   pemenuhan   kebutuhan   pangan   di
Indonesia,  masih  ada  hal  yang  perlu  ditindak
lanjuti dengan  serius yaitu  aspek  penyediaan
pangan,   kedaulatan   pangan,    kemandirian
pangan,  ketahanan  pangan  dan  keamanan
pangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua
Komite  11  DPD-RI  Aji  Muhamad  Mirza  Wardana
saat      kunjungan      kerfa      dalam      rangka
pengawasan uU nomor 18 tahun 2012 tentang
Pangan.   Kunjungan   kali   ini  didampingi   oleh
Kepala   Pusat   Penganekaragaman   Konsumsi
dan   Keamanan   Pangan   Badan   Ketahanan
Panga n           Kementan.           Dirinya          i uga
menambahkan    permasalahan    penyediaan

©

pangan    salah    satunya    diseba
perubahan cuaca dan iklim. Hal lain yang periu
diperhatikan    dalam    penyediaan    pangan
menurut   Aji    adalah    memperketat   kualitas
bahan pangannya. Aji juga menghimbau agar
Indonesia  memiliki  lahan  gandum  yang  balk.
Karena  menurutnya  adalah  keniscayaan  jika
lahan gandum harus ada dan dikelola dengan
balk,    mengingat    salah    satu    makanan    di
Indonesia  adalah  roti  dan  mi  instan,  namun
Indonesia  masih  mengimpor  gandum  dalam
jumlah    besar   untuk   memenuhi   kebutuhan
ind ustri            makanan            di Indonesia.
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Komite 11 DPD RI meminta pemerintah
kembali    iirn    pembuatan    Hutan    Tanaman
lndustri  di  Kecamatan  Siiuk,  Bangka  Belitung.
Keberadaan HTI ditentang masyarakat karena
menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam  kunjungan  keria  ke  Bangka  Belitung,
Komite  11  DPD   RI  bersama  Direktur  Tanaman
Semusim  dan  Rempah  mendapati  persoalan
ada   beberapa   kawasan   hutan   di   Bangka
Belitung     yang     dijadikan     sebagai     Hutan
Tanaman     lndustri     (HTI)     salah     satunya     di
Kecamatan       Siiuk,       Kabupaten       Belitung.
Keberadaan HTl atas Nama  PT. Agro Pratama
Sejahtera  (APS)  ini  masih  menimbulkan  kontra
dari masyarakat di sekitarnya.

Aji  Muhammad  Mirza  Wardana  selaku  Wakil
Ketua   Komite  11   DPD   Rl  menjelaskan   bahwa
penolakan   HTI   ini   bukan   hanya   dilihat   dari
dampak  yang   akan   muncul   di   Kabupaten
Belitung,  namun juga  dari  prosesi  pengurusan

dokumen pengusahaan HTI
yang dinilai  masih  bermasalah.  Lebih lanjut A]it
menjelaskan,   perfemuan  hari  ini  merupakan
tindak lanjut dari perfemuan hari ini merupakan
tindak lanjut dari perfemuan di Jakarta tanggal
23     Agustus     2017     silam     di     Kementerian
Lingkungan     Hidup    dan    Kehutanan    yang
menyatakan  perusahaan terkait sudah terima
SP3 namun tidak ado respon dari pihak PT. APS.
Maka,   DPD   akan   mendorong   penghentian
pembuatan   HTI  di  Kecamatan  Sijuk,   karena
merusak lingkungan seperfi penebangan hutan
yang   berpotensi   memunculkan   banjir   dan
permasalahan lingkungan hidup yang lainnya.
Solusi  yang  terbaik  untuk  masyarakat  adalah
mendorong       dorong       secepat       mungkin
izin perusahaan tersebut dicabut.
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Kementerian
Perfanian (Kementan) tahun
ini kembali memberikan penghargaan
petani,      kelembagaan      ekonomi      pefani,
penyuluh     perfanian     dan     Balai     Penyuluh
Perfanian     Kecamatan     yang      berprestasi.
Tahun    2017       ini,    pemerintah    memberikan
kepada       15      teladan      dan      berprestasi
dengan masing-masing mendapatkan hadiah
Rp   20  juta.   Menteri   Perfanian,   Andi   Amran
Sulaiman  dalam  sambutannya  mengatakan,
perfanian  Indonesia  kini  sudah  maju.  Bahkan
kini Indonesia tak impor beras dan jagung lagi.
Selain     komoditas     pangan,     Amran     juga
menegaskan,      bahwa      pemerintah      juga
berkomitmen  untuk mengembalikan  kejayaan

perkebunan,
rempah-rempah. Saat ini ada alokast,
anggaran    sebanyak    Rp    5,5    triliun
perkebunan       dan       horfikultura.       Menta n
menampik        bahwa        pemerintah        tidak
menyayangi petani.  Justru  pemerintah sangat
menyayangi petani.  Salah satu buktinya,  kata
Amran   adalah   program   asuransi   perfanian
untuk  melindungi   petani  dari  gagal   panen.
Begitu    juga     bantuan     pemerintah     untuk
memperbaik 3 juta  hektare  irigasi yang  rusak.
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